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dalam kajian.

Menurut Komandan Satpol PP
[Kota Yogya Agus Winarto, sudah

at bagaimana izin dan operasinya.
ika sudah mengantongi izin seba-
i pondokan, maka operasinya juga
arus sesuai. Tapi jika tidak berizin,
angsung kami tegakkan aturan-

YOGYA (KR) - Satpol PP Kota Yogya sudah menyiap-
kan sejumlah aksi penegakan perda mengawali tahun
020. Salah satu yang menjadi sasaran ialah keber-
daan pondokan yang diketahui tidak berizin atau
menyalahi izin. Upaya itu juga sekaligus menjadi tahap
awal rencana penertiban hotel virtual yang kini masuk

nya," tegasnya, Minggu (19/1).
Landasan hukum yang akan di-
gunakan dalam menertibkan pon-
dokan tersebut ialah Perda 1/2017
tentang Penyelenggaraan Pondok-
an. Aturan itu merupakan pemba-
haruan dari perda sebelumnya
yakni nomor 4 tahun 2003. Dalam
aturan yang baru sudah dijabarkan
mengenai batasan pondokan seperti

PENERTIBAN HOTEL VIRTUAL MASUK KAJTAN

Pondokan Tak Berizin Jadi Sasaran

Ketenteraman Masyarakat, Pemkot
bahkan bisa langsung menjatuhkan
sanksi pada saat itu juga.
Sementara terkait keberadaan ho-
tel virtual yang kini juga marak di |
Kota Yogya, menurut Agus, masih
dalam kajian agar memiliki kons-
truksi hukum yang kuat. Namun di-
akuinya untuk menindak manaje-
men hotel virtual yang ada di daerah |
juga bukan perkara mudah. Hal ini
lantaran aplikasi tersebut bersifat
nasional dan tidak memiliki kantor
operasi di KofaYogya. 5
"Dalam kajian itu, pemerintah di
daerah juga berkoordinasi dengan
pusat selaku pemﬂ:k'kewenangan

minimal dihuni 30 hari atau sebulan
serta terdapat induk semang:

Agus mengaku, pondokan yang
disewakan secara harian di
melanggar aturan. Padahal tidak se-
dikit pondokan eksklusif yang dise-
wakan per hari layaknya hotel atau
homestay. "Kami tidak sebatas meli- |
hat perizinannya tapi juga menggali
informasi dari masyarakat sekitar.
Terutama bagaimana dulu proses
sosialisasi ketika hendak mendi-
rikan pondokan," imbuhnya.

Bagi pondokan yang berizin na-
mun menyalahi aturan atau bahkan
tidak berizin, maka sanksi yang di-
jatuhkan akan merujuk Perda
1/2017. Jika dikolaborasikan dengan
Perda Ketertiban Umum dan
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